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) LEMBARAN DAERAH f},ﬁ
. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
Nomor : S5 Tahun 1981. Seri D,No. 4
. T ——— ———]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

NOMOR + 2 TAHUN 1981
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFATAN
DAERAH KABUFPATEN DAERAH TINGKAT II MACGELANG

DENGAN HﬁMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang @ a. bahwa dengan semakin meningkatnya uszhz -
Pembangunan Daerah yang merupakan salah -
gatu tugas pokok Pemerintah Daerah sebzgai
perwujudan dari kegiatannya menuju kearah
otonomi yang dinamis, nyata dan bertanssuns
jawab, perlu dilakukan penyerasian usaha
pemupukan dana guna membiayai pembansunan
dimaksud ;

b. bahwa untuk kepentingan Pembinaan dan fe-
. ngawasan Tehnis Pelaksanaan Pungutan Dae-
W rah perlu diwujudkan dan dikembangkan hu-
bungan fingsional Dinas Daerah Tingkat II
dan Daerah Tingkat I ;

¢+ bahwa berhubung dengan itu dalam rangka -
peningkatan daya guna dan hasil guna Di -
nas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah =
Tingkat II Magelang sebagai aparat pemupuk

7 an Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Ting

g kat II Mageleng, maka perlu ditetapkan Su-
Lo sunzsn oxrgenisasi dan Tata kexrja Dinas =
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Pendapatan Deerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage-
lang tersebut dalam Peraturan Dacrah.

engingat : 1. Undang und Nomoxr 5 Tahun 1974, tentang
M Pokok pukoﬁngamarintnhan di Daar;h 3
2. Undang undang lomor 1% Tahun 1950 jo, Pe-
raturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,
tentang Fembentukan Daerah Daerah Kabupa=-
ten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3, Keputusan Mengeri Dalam Negeri Nomor 362
Tahun 1977, tentang Pola Organisasi Feme
rintah Daersh dan Wilayah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3263
Tzhunl977, tentang Pedoman Pembentukan -
Susunen Organisasi dan Tata kerja Dinas

Daerah ;

5« Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUZD.

7/39-26, tentang Susunan Organisasi dan -

. Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Propin
gi Deerah Tingat I;

6.Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor XUED.7/
36/17, tentang Penegasan terhadap Fungsi
Dinas Fendapatan Daerzh ;

7+ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomoxr KUED.
7/12/41=101, tentanz Susunan Organisasi -
dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerash =
Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II;

8+ Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor O0F.194/1979 tanggal
12 Juli 1979, tentang Pedoman Susunan Ox-
zanisasi dan Tata kerja Dinas Fendapatan
Deerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
ITI di Jawa Tengah ;

9. Surat Keputusan Dupati Kepala Daerah Ting-
kat II Magelang tanggal 29 Juni 1974 No.
UF.B.1/66/1974 tentang Susunan Organisasi
dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.

T
ot | R
S

:
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Dpengan Persetujuan Dewan Porwelkilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Dacrah Tingkat II Magelangs

HEMUTUSYAN

Henotapkan ¢ TLRLUPAN DAVRAH KATUPATEN DAERAN TTNGKAT
il “.,:THN- DI SUSTHAN OPALNISIZT DA
AT, IIRIA JONAS FEUTDALGSE DIL2AH K20Ps

Wi DITUR THGEAT TT F bher s

l:' J.L 3 :"n
SLTETOMY T

Pazzl 4
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaleud dongon

. Pemerintah Diewsl: sialgh Famorioteh ¥ uysice Tico.
T ngzat 11 iL.q_ clai L1

b. Bupati Kepela Daczch sdalsh Dupati ¥epzla Lacoen ::‘:__:
kat II Mﬂgﬂlﬂn»gu

c. Dinas Pendapatan Dzerah adelah Dirzas Penlsngt.a Doo-
rah Ezbupaten Tuerch Tirgkao IT Mogslany:.

BADB R §
EFEDUDUL AN, TUGAS POKCK DAJ FUNGSI-
Pounl 2.

(1). Dines Pendepaton Daerah adalah unsur pelelosis Fo-
merintah Daezil.s
(2). Dinas Pendepatan Daerah dipimpin oleh scowany Kow

pale Dinas yang berade dibawah dan bertengguag Jja-
wab kepada Dupati epala Daereh.

e S S S A —
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Pasal 3.

( 1}. Linas FPendapatan Danrah mempunyai tugas

a« melaksanalian segale usahn dan kegizten pomu-
nputan, penfuapulan dun pemesuken pendanaton
vasvah Kodalan Kas un,t;rm 8002y raxatrm, Lols
torhadap suwcker Pendaoratan Pacinl ¥ng ofia «
manipun dovtoal pangozlica gumber guthir Pendc~

%en J,..u.::.-'m yieng beau bordasaricen wobi jake:-

no. n yanr diliotapkan cich Fupatl Xeoala L oo -

_,,,_; cal a.t:n.. Peraturan Dorondang valsrron yoo

L.h lal

b. —'-*m_...ak g paaeliticn o pendligian Lotl oo,
serangutan pojalz, revrlbusi dan prusetsl oo -
npatan lainnys yeng telah eda, baix purgat—
3‘*1;-1.1: e yang disdekan clch I‘m:::.:_n::.t Laers]
eccevijens hal itu menjadd hek don wowsoons,

-_ i

- —

o um._ Pasgusa: pungutean. dard P'u._-...:. b mafnt
vz Selak digerah’ an kepada Daezrs, ovns ¢ -
CI.IJT*JIE'.H dan atsu menccori gistie sistiz Foov -
iebih berdaya gana dan bYerhasil gozo

c. remippin dan mengkocrdinaiikan seluruh us:iic
¢ibid-ng pun;naton dan Pendapater Doarsh boxia

garken ketontuan baik yr g digarisksn ~1akh -
Fozaisintah Pueat panpun yang digarisiosn ollb
Dapzzintah Daerah

¢s pelalsenne tonnis terzobut burufl 2,0 C<-m ¢ -
evet ini, didasarken atas pembiican, wizhing
en dan peivnjuk Dinas Pendapaten Luexah Rooplia
gl Desral Tingkat 1 Jown Tengah.

2). balain 2 tugas pokok dimalkeud dalan avat (1)
gub = g/d d pasal iri, Dinaas Pendapatan Do '-'“b B
berkewajiban pula melekukan tugas tugas 3

A T s T —
ue s

-
i

.---E- ]

e
L
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33 | b,

a. mengikuti perkembengan keadaan secara terus me-
nerus dan memperhatikan akibat atam pengaruh pe
ngaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tu .
gas pokok

b. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengelola/
bahan bahan mengenai atau yang Lerhubungan de =
ngan pelaksanaan tugas pokok ;

c. membuat rancangan rancangan dan program program
yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas po -
pok ;

d. membuat perkiraan keadasn dan memberi saran - sz
ran atau pertimbangan pertimbangan tepat pada -
waktunya kepadae Bupati Kepala Daerah sebagai ba
han guna menetapkaon kebijaksonaan dan atan me -
ngambil keputusan ;

e. memberi saran saran dan pendzpat kepada Bupati-
Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/be -
ratnya pungutan pungutan Daerah yang bermacam -
ragam itu

f. mengolah kobijcksanaan tentang Pendapatan Daerzh _
yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

g. menyusun rencangan Pendzpatan Daerah untuk bahan
/ bzhan penyusunan RAPBD, serta Anggaran Belanja -
Rutin dan Pembanzunan Dines Pendapatan Daerah ;

h. mempersiapkan ketentuan lketentuan polaksanasn -
dan atau kebijeksancan mengenai pwagutan pungut
an Daerah j

i. mempersiapkan materi rancengan Peraturan Daerch
dibidang Pendapatan Daerah ;

J» menyugun laporan mengenai segala kegiatan dalam
lingkungan Dinas Pondapatan Daerah.

l
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Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal
3 Peraturen Daerah ini, Dinas Pendepatan Deerah mempu-

nyai fungsi :

Qe

b.

Ce

de

Ea

perencanaan, yang meliputi segele usaha dan kegiatan

untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, mene -
lach penyusunan rumusan kebijsksanzan tehnis serte

program kerja ;

pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan
untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukkan -
Pendapatan Daerzh ;

ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegi-
atan dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perleng

kapan dan keuangan ;

koordinzsi yanz meliputi segala usaha dan kegiatan
guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerzk yang
berhubunzan dengsn peningkatan pendapatan Daerzh ;

Pencawasan yang meiiputi segala usazha dan kezizian
untuk melaksanakan pengamanan tehnis atas pelsksa-
noan tugas rokoknys sesuai dengan kebijoksanaan yanz

berlaku.
BAB III
ORGANISAS I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi
Pasal 5

(1)+ Dinas Pendepatan Daerah toridiri dari
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as Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksei Pn,jak H

ce. Sekesi Retribusl ;

d. Sekei Ipeda ;

e+ Seksi Pendapatan lain lain j

f. Seksi Perencanaan, Pengawnsan, Penelitian dan
Pengembangan

g+ Unit Pelaksana Tohnie Dinas.

(2)+ Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 urusan, dan
masing masing sckel terdiri sebanyak banyaknys 3

sub seksi.

(3). Sub Bagien Teta Usaha, Scksi dan Unit Pelaksana -
Tehnis Dinas masing maeing dipimpin oleh seorang
Kepala vang berads dibawah dan bertangoung jawzb
| kepada Kepala Dincs Iendapatan Daerah.

| Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Uszha

Tesal 6

e — e —

Sub Bagian Teta Usaha mempunyai tugas menyiapkan urus

an surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegasal
an, pengelolaan keuangan, penyusunan parence.n...;.n seria
*araturan perundang undangan.

Tasal 7

Untuk menyelenggarsken tugas tersebut pada pasal 6 ier.iui:
atursn Daerah ini, Sub Bagien Tata Usaha mempunyai -

fungei

e. melakeanakan surat menyurat, kearsipan, perjalanan
dinas den urusan rumah tangga, humas dan protokol ;

b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketata -
laksanaan Dinas l'endepatan Daerah serta menyusun -
laporan j
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¢+ melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan i

¢+ menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil
pelaksanaan tugas

f. melaksanakan pengadaan bareng, pemeliharasn inven-
taris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta

perlengkapan.
lasal O

(1). Sudb Bogian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan uoum
b. Urusan Kepegawaian ;
c. Urusan Keuangan ;
d. Urusan leralatan den Perbekalans

(2). Masing masing Urusen sebagai dimaksud dalam ayst (1)
pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibewzh dan bertanggung jawab kepada Sub Eagi=n Ta-

ta Usahza.
Tasal 9
Urusan Umum mempunyai tugas melszksenakan urusan arsip,

ekspedidi, pengadaan, rumah tangga, perjalonen dinas,
humas den protokol.

Iagal 10
Urusan Kepegaweian mempunyai tugas melaksanakan pengelo-
lazn Kepegewaian.,

Pagal 11

Urusen keuangan mempunyal tugas merencanakon anggaran pen
biayaan, pengelolaan dan pertangiung jawaban Keuangan.
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Pasal 12

Urusan Feralatan dan Verbekalan mempunyai tugas melak
sanakan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris Di-
nas dan pengaturah penggunoan kendaraan Dinas serta -
perlengkapan.

Dagian Ketiga

Soksi Tajak
Iasal 13

Seksi l'ajak mempunyai tugas melaksanskan pungutan I'a-

jek, dembuat perhitungan realisasi dan menyiapksn taz

get penerimaan pajek serta melaksanakan kegiatan inten
sifikasi dan ekstensifikasi puniutan pajake.

Yasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Fezrr tue-

aturan Daerah ini, Seksi Iajek mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kegiatan pungutan pajak Daerah dan me-
.nyiapkan penetapan target ;

b. melaksanakan pembukuan dan laporan realisasi peneri-
maan dan ‘tunggakan pejak pajak Daerah ;

c. melaksanakan urusan penyelengsaraan sengketa pajak;

d. melaksanakan penzurusan tata usaha dalam lingkungan
Seksi T'ajak ;

c. nelaksangkan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesual dengan bidang tugosnya.

lasal 15
(1)+ Sekei Pajak terdiri dari i
as Sub Sektsi Dinas Luar
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b. Sub Seksi Penotapan }
c. Sub Seksi PArencanaan, Fonerimaan dan Fenagihan.

(2). Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimekeud dalam ayat
(1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang -
Kepala yang berada dibawah dan bertangsung jawab ke
pada Kepala Seksi I'ajak.

Pagal 16

Sub Scksi Dinas Luar mempunyal tujas mengumpulkan data,
pensistimatisasikan dan mengolgh data serta baohan bahah

dan pelaksanaan pungutan pajak.

Tasal 17

Sub Seksi Ienetapan mempunyai tugas menyusun daftar obyek
den subyek pajak serta mengadakan perhitungan dan peme -

riksasn perhitunzan penetapan pajak.
Pasal 18

Sub Secksi Ferencanaan, Penerimaan dan I'enagihan mempunyai
tuzas mempersiarkan, mengeolah dan menyusumntrengana pens-
rim=an dan penagihan pajak. -

Bagisn Keempat
Seksi Retribusi
Pasal 19

Beksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pengurusan
Tata ussha pungutan Retribusi, membuat perhitungan rea-
lisasi dan menyiaspkan target penerimaan serta melaksana-
kan kegiaton intensifikasi ekstonsifiknsi pungutan Retri

buﬂi .
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Fagal 20
Untuk menyelenggaraken tugas tersebut pada pasal 19 Per-
aturan Daerah ini, Scksl Retribusi mempunysl fungsl
&« menyelenggarakan peaguruscn tnta uscha Beled

b. melakukan kerja sawa dengan Dinas Dinas lein yang bez
sangkutan dalaam bidawg punguian retirivigi j

¢. menbuat perhitungan don pemeil'isasn perhiturncan seria
penetapen pungutan ;

d. menyelenggarckan poembukuen dan mombuat dafiar obyek -
dan subyek punguion

0. melakukan penagihan, menyueun daftar tunggakan dan -
pembayaran retribusi ;

f. melaksanekan tugas lain yang diberikan cleh Keszala -
Dinas.

Fasal 21

(1)« Seksi Retribusi terdiri dari :
a. Sub Seksi Tata Usaha ;
b. Sub Seksi Perhitungan dan Fenclaran ;
¢, Sub Seksi Pembukuan dan Ieneorinaan .

(2). sub Seksi Sub Scksi sebegaimana dimakeud daloa

(1) pasal ini, mnsing masing dipinmpin olc¢h seo
Kepela yang berada dibawah dan bertangung j:
kepada Kepala Sckei Retribusi.

Pasal 22

sub Scksi Tate Usoha mempunyal tugas nelaksasskan tata
uscha Seksi.,

fr tﬂ' J:é
vi e

‘asal 23

Sub Sekei Ierhitungon dan Yenetppan memmmnyai tugas -
membuat perhitungan den poseriksacn perhitungan sexrta

peinctapen pungution.
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Pasal 24
cub Seksi Pewbukuan dan penorimasn menpunyai tucas mo-
lakisanokan pombukuan, merlmai daftar obyok punmutan -
scrta melaksanakan penagihan.

Iagian keliun
Sekai TIEDA

Pasal 25

Saksi Ipeda mempunyel tugas meloksanakan ponguiusan fafa
usaha Seksi, pcnagihan dan menyelengszarskan pembulcu:n -
perhitungzan pendapatan.

Pasel 26

Untuk nenyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Ter-
sturen Daerzh ini, Seksi Ipeda mempunyai fungsi :

a. melaksanckan tata usaha Seksi ;
b. melakukan penagihan ;

c. melaksanakan pembuluan dan menyusun laporan rcalisasi
pungutan iursn Pembangunan Dacrah ( IFEDA ).

d. malsksanakan tugas tugas lain yang diberikan olch Ee-
palza Dinas,
Tasel 27
(1). Seksl Iuren Fembagunen Dacrah terdiri dari :

a. fub Seksi Tata Usaha 3

b. SubsSeksi FPenagihan i
c. Sub Seksi Fembukuen Perhitungan Fendapatan.

(2). Sub Scksi Sub Seksi sobagaimsna dinaksud pada pasal
ini mesing masing dipimnin oleh seorang Kepala yang
berade dibawah den bertarggung jewadb kepada Kepala
Sekei iurgn I'embangunan Dnergh.
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Pasal 26

Sub Sekei Tata Usaha mempunyal tugas molakeanakan pengu
rusan tata Usaha Sckei.

Papal 29

Sub Seksi Penagihan mempunyal tugas melaksanakan pena-
gihan sesuai dengan Peraturan perundang undanzen yang- «zi--

berlaku.
Pasal 30

Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan mempunyai tu
gas melaksanakan pembukuan dan melaksanakan Pumgntan

Turan Pembangunan Daerah.
Bagian keenam
Seksi Pendapatan lain lain

Pasal 31

Seksi Fendapatan lain lain mempunyai tuzas mclaksanakan
tata usaha Seksi, membuat perhitungan dan melakukan pe-
meriksaan perhitungan serta penetapan pungutan. -

Pasal 32

Untuk menyelenggarskan tugas tersebut pada pasal 5135!;

aturan Daerah ini, Secksi Pendapatan lain lain mempunyal

fungsi

a. melaksanakan Tata Usaha Seksi ;

b. membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhi-
tungan serta penetapan pungutan ;

c. mengadaken kerja sama dengan Dinas dinas/Lembaganda-
lam lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan -
pungutan = Pendapatan Daerah ;

d. melaksanakan tugas lainnye yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
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Pasal 33
(1) Seksi Pendapatan lain lain terdiri dari :

a. Sub Seksi Tata Usaha ;

be Sub Seksi Perhitungan Penerimaan ;

(2)e Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam zyat
(1) pasal ini masing masing dipimpin oleh Seoranz
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab -
kepada Seksi Pendapatan lain lain.

Pasal 34

Sub Seksi Tata Usaha mempunyei tugas melaksanaskan tatz -
uszha Seksi,

Pasal 35

Bub Seksgi Perhitungan Penerimean mempunyai tugas membual
perhitungan dan melakuken pemerikssan perhitungan serta
penetapan pencutan,

Bagian ketujuh

sekei Perencenasn, Pengewesan, Penelitian dan Fengexbangan
| Pasel 36

‘eksi Perencanszsn, Pengawesan, Penelitian dan pengembangan
lempunyai tuzas menyusun rencana dan progranm Kerja, nenyi-
ibkan naskah rancangan peraturan dan menghimpun peraturan
derundang undangan yang berhubungan dengan tugas Dinas -
Pend apatan Daersh, mengadekan penzewasan serda penelitian
lan pengembengan tehnis administrosi Soksi Seksi.
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Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas torsebut pada pasal 36 Peratu
ran nmﬂ ini, Sekei Perendanaan, Pengawasan, Penelitian

dan Pengembangan mempunyal fungei ¢

a« Mengunpulkan dan mensistimatisasikan data serta mengui-
Ius rencana dan program kerja j

be Menyiapkan naskah rencana poraturan dan menghinpun pera
turan perundangan yeng berlaku. ;

¢« Mengevaluasi hasil pokerjaan Seckei-seksi ;

d. Mengendalikaon dan menguji pelaksanaan pembayaran atas
tunggakan-tunggakan yang berhubungan dengan tugas Seksl
berdasarkan peraturan perundangan: yang berlaku ;

¢. Melakukan usaha-usaha penelitian dan pengembangan dibi-
dang tehnis pungutan yang berhubungan dengan tugas Sek-
si-seksi ;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikzn oleh Eepa-
la Dinas.

Pasal 38

(1) .Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengem -
bangan terdiri dari i

2. Sub Seksi Perencanaan ;
b. Sub Seksi Pengawasan ;

c. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Tehnis Admi -

(2).Sub Seksi~Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal
ini mesing-masing dipimpin oleh seorang Kepala ymg
bereda dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepdla Sek
8i Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan pengemda -
ngan.

Pagal 39

sub Seksi Percncanaan mempunyal tugas mongumpulkan dan men
sistinatisasikan data serta menyusun rencana dan program

kerja punguten Dinas Pendapatan, menyiapkan rancangan pern
turan danmenghimpan peraturan-peraturan ymg berlalm @ =
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serta netigimiih naskah laporan.

Pasal 40
Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas mengevaluasi, mengendal
likan dan menguji hasil pekerjaan serta pelaksanaan pembayz
ran tunggakan-tunggakan yang berhubungan dengan tugas Sckai

Bﬁkﬂi .

‘ Pasal 41
sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Tehnis pdministrasi
pempunyai tugas melaksanakan usaha penelitian pengembangan

dibidanz tehnis pemungutan yang berhubungan dengan tugzs

Seksi-seksi-
Bagian Kedelapan.

Unit Pelaksang Tehnis Dinas

Pasal 42

(1) +Bupati Kepala Daersh dapat membentuk Unit Pelaksana Te&x
nis Dinas sebagal unsur penunjang sebagian tugas Dinas
Pendapatan Daerah yang 'meliputi satu atau beberapa Wi-

layah Kecanatan.

(2) .Pembentukan Unit pelaksana Tehnis Dinas tersebut ayat
(1) pasal ini, berpedoman pada Keputusan Menteri Dalas

Negerie
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 43

fepala Dinas Pendapatan Daorah dalam melaksanakan tugasnua
)erdasarkan kebijaksanaan yang ditotapkan oleh Bupati Kepe-
2 Dﬂﬂrﬂhl

' Pasal 44

lal am melaksonakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Deerah,

epala Sub Dacian dan pava Kepala Sekai wajid menerapkan
rinsip koordinasi, integrael den sinkronisasi secara verti-

| TS
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tikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing ma:
upun antara satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah

di Daerah serta dengan instansi lain sesuail dengan tugas
nasing=-masing.

Pasal 45

(1)«Setiap Pimpinan satuan organisesi dalam linglongan Di -
nas Pendapatan Daerah bertanggung jawad meminmpin den
nengkooxdinasikan bawshannya masing-masing dan menberi-
kan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas ba -

wahannyae

(2).setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk=petunjuk dan.bertenggung jawab kepa =
da atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berks
la tepat pada waktunya.

(3).Setiap laporan yeng diterima Pimpinan satuan organisad

-~ bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bzhan pe=

nyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petumjuk
petunjuk kepada bawzhan.

Pasal 46

Para Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daersh menyazpaikan
laporan kepada Kepala Dinas den Kepala Sub Bagian Tata Usa-
ha menyusun laporan-laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organi =
gsasi dibantu oleh Pimpinan satuan organisasi bawaghannya da
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-os -
sing mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

Bazan Susunan Organisael Dinas Pendapatan Daerah tercantum
ﬂ:fam lanpirén Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN=LAIN
Pasal 49
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
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-« diatur kemudian sesual dengan peraturan perundang-undang =
an yang berlaku.

Pasal 50
(1)«Kepala Dinas Pendapaton Daerah diangkat dan diberhenti:-r

kan oleh Bupati Kepala Dacrah, setelah memperoleh per-
setujuan Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Tergzah.

(2).Jabatan Kepala Dinag Pendapataon Daersh tidok daza® di
rengkape

(3):Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Sckol dan
Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas diangka? den dibez-
hentikan oleh Bupati Kepala Daerch atas veul Kepala
Dinas Pendapatan Daerahe

BAB VI

ATURAN PERALTHAN

Pasal 51 ,
Dinas Pendapatan Daersh yang telah dibentuk sebelum berla
lnmya Peraturan Daersh ini dinyatakan terbentuk berdasar-
kan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENUTTUP

Pasal 52

Dengen berlekunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentu
an yang beptentangan dengan Peraturan Daersh ini dinyata =
kan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

PR e T Y

-
-
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3 Pasal 53
k:ﬁﬂturan Daerah ini malai barlaku nujnk tqnqgﬁlﬁq;unﬂang-

Mae:almg. 15 Januari 1931
DEWAN PERWAKILAN RAZXYAT DLERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT

MAGELANG. BUPATI KEPALA DAE-
‘ - PINGKAT 11
Ketua, MA.GEI. LN 6,
ttd. i - Vebdy - < T
(F. SOENARTO), (SOE ).
NIK,: G, 3065 / A. NIP. : {')EE m lis

DISYAHKAN
Diundangkan Dclam Lenba-

Dengan Surat I'Ittali"llt’-“gf'm ran Daerah Kabupaten Daes
Gubernur Kepala Daerah rah Tingkat IT Magelang,
Tingkat I Jawa Tengah. Noy Jxi5 i,-'nm;gal-lﬂﬁpl‘il
Tanggal 31 Maret 19815 1981 gori D,Nomor &

Sekretaris Wilayah/Da -
Sekretaris Wilayah oh
Daerah, s

ttd,

ttd.

(SOEPARNO).

Dipindai dengan CamScanner



